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Lampiran |

PEDOMAN WAWANCARA

JUDUL : PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERATURAN DESA

DI DESA PASAR V KEBUN KELAPA KECAMATAN

BERINGIN

Daftar Pertanyaan :

1.

Tahukah Anda apa yang dimaksud dengan Badan Permusyawaratan Desa
(BPD)?

Bagaimana menurut Anda tentang program Pemerintah Kabupaten Deli
Serdang dalam membangun sebuah desa?

Apakah program Pemerintah Kabupaten Deli Serdang sudah sesuai dengan
yang diharapkan masyarakat khususnya penduduk di Desa Pasar V Kebun
Kelapa Kecamatan Beringin?

Bagaimana BPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya?

Apakah BPD selalu melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang
peranan aspirasi masyarakat desa?

Apakah sarana dan prasarana yang dimiliki BPD sudah memadai?

Faktor apa saja yang mempengaruhi kelancaran dalam penyusunan dan

pembuatan Perdes?
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8. Faktor Apa saja yang menjadi hambatan saat penyusunan dan pembuatan
Perdes?

9. Adakah bentuk lain yang dapat menghambat kinerja BPD di desa?

10. Bagaimanakah langkah yang dilakukan BPD dalam mengatasi hambatan
dalam rangka mensosialisasikan Perdes?

11. Dengan cara apa BPD mensosialisasikan Perdes kepada masyarakat?

12. Dengan dilakukannya musyawarah desa dalam penyusuan dan penetapan

Perdes, apakah dapat menyampaikan aspirasi dari masyarakat?
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